SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
BERTUGAS DI DAERAH KEPULAUAN ATAU DAERAH DENGAN AKSESIBILITAS
SULIT DAN / ATAU JAUH DALAM WILAYAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

Menimbang

. a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,

bahwa pemberian tambahan penghasilan berdasarkan tempat
bertugas bagi pegawai negeri sipil yang bertugas di daerah
kepulauan atau daerah dengan aksesibilitas sulit dan/ atau
jauh dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara telah diatur
dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Tempat Bertugas Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas
Di Daerah Kepulauan Atau Daerah Dengan Aksesibilitas Sulit
Dan / Atau Jauh Dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara;

bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Nomor
840/0218/B.II tanggal 10 Januari 2018 bersama Organisasi
Perangkat Daerah terkait tentang Penentuan Kriteria Daerah
dan Nama Desa/ Daerah Yang Aparatur Penyelenggara
Pemerintahan Mendapat Tambahan Penghasilan dan Jasa
Berdasarkan Tempat Bertugas Tahun Anggaran 2018
sehingga terjadi perubahan beberapa ketentuan tentang
pemberian tambahan penghasilan berdasarkan tempat
bertugas bagi pegawai negeri sipil yang bertugas di daerah
kepulauan atau daerah dengan aksesibilitas sulit dan/ atau
jauh dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, maka
ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau
kembali dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bengkulu Utara tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat
Bertugas Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas Di Daerah
Kepulauan Atau Daerah Dengan Aksesibilitas Sulit Dan/ Atau
Jauh Dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.



Mengingat

o 1.

10.

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
BERTUGAS DI DAERAH KEPULAUAN ATAU DAERAH DENGAN
AKSESIBILITAS SULIT DAN / ATAU JAUH DALAM WILAYAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas
Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas Di Daerah Kepulauan Atau Daerah
Dengan Aksesibilitas Sulit Dan / Atau Jauh Dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu
Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 1), diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Penerima Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah
Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di daerah kepulauan atau daerah dengan
aksesibilitas sulit dan / atau jauh dari Kota Arga Makmur sebagai Ibukota
Kabupaten Bengkulu Utara, dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang
kemudian masing-masing disebut dengan Daerah Penerima Kelompok I untuk
daerah kepulauan, Daerah Penerima Kelompok II untuk daerah sulit dan jauh,
dan Daerah Penerima Kelompok III untuk daerah sulit atau jauh.

2. Ketentuan Pasal 9 angka 2 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Kriteria daerah penerima Pemberian Jasa Berdasarkan Tempat Bertugas bagi

tenaga Non Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Bengkulu Utara

berdasarkan indikator :

1. Daerah yang terletak di pulau-pulau kecil, gugusan pulau yang
berpenduduk dan memiliki kesulitan akses ke daerah lain yang lebih maju.

2. Daerah yang jaraknya jauh dari ibukota kabupaten dan / atau belum
memiliki kualitas infrastruktur yang memadai.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu
Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 19 Januari 2018

BUPATI BENGKULU UTARA,
ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 19 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara
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